
BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a.

Mengingat 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap kehidupan dan penghidupan atas
bencana terhadap seluruh masyarakat Jepara
dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat perlu adanya perangkat daerah
yang menangani penanggulangan bencana,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jepara.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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DAERAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

€ 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan 
terhadap kehidupan dan penghidupan atas 
bencana terhadap seluruh masyarakat Jepara 
dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan 
kepada masyarakat perlu adanya perangkat daerah 
yang menangani penanggulangan bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Jepara. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



4. Und.ang-Unda.ng Nomor 33 Tahtin 2004 tentang
Periniba.ngan Keuangan a.nta.ra. Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penangguls-ngan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantua.n
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara,

Menetapkan 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4830); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 ). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

dan 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN JEPARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 



5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jepara. rr i- 4. t

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara
adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negen Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri. .

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabat^ fungsional
yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati;

(2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.
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5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Jepara. 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara 
adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional 
yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Bagian Pertarna 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati; 

(2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 
Susunan Organisasi BPBD terdiri atas : 
a. Kepala; 
b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 



Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 5

(1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

(2) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 6

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas
Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur
pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kelima

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf Satu
Tugas dan fungsi BPBD

Pasal 8

(1) BPBD mempunyai tugas :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil
dan merata;

5 

Bagian Ketiga 

Unsur Pengarah 

PasalS 

( 1) Keanggotaan U nsur Pengarah terdiri atas : 
a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan 
b. Anggota masyarakat profesional dan ahli. 

(2) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Unsur Pelaksana 

Pasal 6 

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala BPBD. 

(2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas 
Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur 
pelaksana BPBD sehari-hari. 

Pasal 7 

(1) Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas: 
1. Kepala Pelaksana; 
2. Sekretariat 
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

(2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

Bagian Kelima 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Paragraf Satu 
Tugas dan fungsi BPBD 

Pasal 8 

(1) BPBD mempunyai tugas: 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil 
dan merata; 



b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan penindang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyiisun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana ;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan ;
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
BPBD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efesien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf Dua
Tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara
terintegrasi meliputi :
a. prabencsina;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan

satuan keija perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga
usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana
dan pasca bencana.

b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber
daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
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b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggu.langan bencana berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan 
bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 
dalam kondisi darurat bencana ; 

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ; 
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan; 
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana. 

Pasal 9 

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 
BPBD menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 
ef esien; dan 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 

Paragraf Dua 
Tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD 

Pasal 10 

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara 
terintegrasi meliputi : 
a. prabencana; 
b. saat tanggap darurat; dan 
c. pasca bencana. 

Pasal 11 

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga 
usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana 
dan pasca bencana. 

b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber 
daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah 
lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang 
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 



c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan keija perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi;

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing;

(3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi
di bawahnya;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala
BPBD.

BABY

ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon 111 a.

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IV a;

BAB Vll

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata keija
Badan Penanggulsingan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan
Bupati;

7 

c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan 
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 12 

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi; 

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian 
intern di lingkungan masing-masing; 

(3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi 
di bawahnya; 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala 
BPBD. 

BABV 

ESELON 

Pasal 13 

(1) Kepala Pelaksana BPBD merupakanjabatan struktural eselon III a. 

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural 
eselon IV a; 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati; 



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal ^

BUPATI JEP^

ENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal /

SEKRETARIS DAERAH

SHOLIH
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Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal ? Geen»6e boll 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 7 Drerbe a2off 

SEKRETARIS DAERAH 

LEMBARANDA H KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR I7 



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan tindaklanjut
dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008
tentaing Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap
terjadinya bencana, dipandang perlu untuk membentuk unit kerja
yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana. Deng^
demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang bam ini
pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja
penanggulangan bencana. .

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diharapkan akan lebih
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan penyelenggaraan
kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

( w 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I7 TAHUN 2011 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM. 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan tindaklanjut 
dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam negeri 
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap 
terjadinya bencana, dipandang perlu untuk membentuk unit kerja 
yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana. Dengan 
demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini 
pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja 
penanggulangan bencana .. 

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diharapkan akan lebih 
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan penyelenggaraan 
kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 
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Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR \ b
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Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 

G Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

G 
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